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SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI 

I. UMUM 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran 
transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat 
nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan 
keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya 
saing dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas 
dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.  

Menyadari hal tersebut maka untuk mewujudkan sumber daya 
manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di Bidang 
Transportasi yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu mengatur sumber daya 
manusia di bidang transportasi.  
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Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di dalam 
penerapannya harus senantiasa diselenggarakan dengan berpedoman 
pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan 
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Pemerintah 
dan pemerintah daerah, dengan sektor pembangunan lainnya, dan 
seluruh pemangku kepentingan di dalam pengembangan sumber daya 
manusia di bidang transportasi.  

Pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi harus 
dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah dan 
pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut 
peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi 
mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di 
bidang transportasi. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai sumber daya manusia 
di bidang transportasi yang wajib memiliki dan harus menjaga 
kompetensinya selama yang bersangkutan masih menjalankan 
profesinya di bidang transportasi. Dalam hal ini peranan lembaga 
pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi sangat penting dan 
menentukan, sehingga setiap lembaga pendidikan dan pelatihan di 
bidang transportasi dituntut untuk memenuhi persyaratan. 
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di 
bidang transportasi juga harus dilakukan secara terpadu, efektif dan 
efisien, serta senantiasa menjaga keserasian dengan kebutuhan nyata 
di dunia kerja.  

Di samping itu, perlindungan kerja dan pengaturan waktu kerja bagi 
sumber daya manusia di bidang transportasi harus terjaga dengan 
baik agar dalam melaksanakan tugasnya sumber daya manusia di 
bidang transportasi selalu dalam kondisi bugar, mampu 
berkonsentrasi penuh, serta selalu waspada menghadapi berbagai 
situasi dan kondisi yang terburuk. 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Peraturan Pemerintah ini 
diatur secara lengkap, menyeluruh, dan komprehensif mengenai 
sumber daya manusia yang dimulai dari penelitian dan 
pengembangan, perencanaan, pendidikan dan pelatihan, penempatan 
sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, perlindungan 
tenaga kerja, waktu kerja, kontribusi penyedia jasa, pembinaan, serta 
sanksi administratif. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1  

 Cukup jelas. 
Pasal 2 
 Ayat (1) 
  Huruf a 

   Cukup jelas. 
 Huruf b 

   Cukup jelas. 

 Huruf c 
   Cukup jelas. 

 Huruf d 
   Cukup jelas. 

  Huruf e 
Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia di bidang 
multimoda transportasi” adalah sumber daya manusia 
yang menangani kegiatan pengiriman barang dengan 
menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang 
berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen 
angkutan multimoda, dari satu tempat diterimanya 
barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu 
tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang 
kepada penerima barang angkutan multimoda. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Pasal 3 
 Ayat (1) 
  Cukup jelas. 

 Ayat (2) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia 
subbidang sarana kereta api” meliputi tenaga penguji, 
inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, 
dan petugas pengoperasian sarana kereta api. 
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  Huruf b 
Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia 
subbidang prasarana kereta api” meliputi tenaga penguji, 
inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, 
dan awak prasarana kereta api. 

 Ayat (3) 
  Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”sumber daya manusia 
subbidang angkutan di perairan” meliputi sumber daya 
manusia yang melaksanakan jenis kegiatan angkutan 
laut, angkutan sungai dan danau, serta angkutan 
penyeberangan. 

  Huruf b 
   Cukup jelas. 
  Huruf c 
   Cukup jelas. 
  Huruf d 
   Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (5) 
  Cukup jelas. 
Pasal 4 
 Huruf a 
  Cukup jelas. 
 Huruf b 
  Cukup jelas. 
 Huruf c 
  Cukup jelas. 
 Huruf d 
  Cukup jelas. 
 Huruf e 

Perluasan Kesempatan Kerja dimaksudkan sebagai upaya 
penyediaan informasi lapangan kerja yang terbuka di bidang 
transportasi, pelaksanaan kerja sama dengan Penyedia Jasa, 
dan penciptaan lapangan kerja baru di bidang transportasi. 
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 Huruf f 
  Cukup jelas. 
 Huruf g 
  Cukup jelas. 
 Huruf h 
  Cukup jelas. 
Pasal 5 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “menteri/pimpinan lembaga terkait” 
antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Kepala 
Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia. 

 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (3) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

Pasal 6 
 Cukup jelas. 
Pasal 7 
 Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “perencanaan” adalah suatu proses 
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui 
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 
tersedia. 

 Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

 Ayat (3)  
 Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penyebaran sumber daya 
manusia di bidang transportasi” adalah gambaran data 
kekuatan sumber daya manusia beserta sebarannya. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan ”kebutuhan sumber daya 
manusia di bidang transportasi” adalah kebutuhan ideal 
yang harus dipenuhi sesuai dengan standar yang 
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